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WALIKOTA PAGAR ALAM

untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan

bahwa pembiayaan
Bt uangan Negara/ daerah;

nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan ke

bahwa standar biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2011 tentang Standar
Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam sudah tidak layak lagi
dengan kondisi riil dan periu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
periu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Standar Perjalanan
Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 38390 );

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam
(Lembaran Negara RI Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) |

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400 ),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

;igorgor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 tahun
lembaran Negara Rl tahun 2008 Nomor 59, tambahan lemba

RI Nomor 4844); Y eps

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lemabaran Negara
Nomor 4416 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir _dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (- Lembaran Negara RepubliK
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 4712 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daeralhy,

12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738 ) ;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman
Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai dilingkungan Departemen
Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan APBD 2011;

16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2012,

17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2012 tentang APBD
Tahun 2012( Lembaran Daerah Nomor | seri A ),

MEMUTUSKAN

Menetapkan MENETAPKAN STANDAR BAIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2012;

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan Walikota Pagar Alam ini, yang dimaksud dengan :
1. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Ti
: . ' idak Te
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 te?mtang Pokok—po’i?)z
Kepegawaian beserta perubahannya
2. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh Pengguna An
. ggaran atau Kuasa
Pengguna Anggaran untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan
sangsmbzngunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan
ebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka system ke awaian i
perkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil; PegENER. Vit



3. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran stau
pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

4. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun

secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (iima) kilometer dari batas kota, yang

dilakukan dalam/ luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas

pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat

meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari

negeri ke tempat yang dituju didalam negeri,

Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus, :

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah yang

dikeluarkan oleh Atasan Langsung kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai

Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas,

Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas,

Tempat kedudukan adalah tempat / kota kantor/ kesatuan kerja berada;

Tempat bertolak adalah tempat/ kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan,

0. Tempat tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;

o o

bty

Pasal 2

a. Penandatanganan sural tugas para Kepala SKPD ditandatangani oleh Walikota atau Wakil
Walikota;

SPPD ditandatangani Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;

Eselon Ill, Eselon [V dan staf untuk penandatanganan surat tugas oleh Kepala SKPD dan
SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran,

oo

Pasal 3

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan
dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah atasannya,

Pasal 4

Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan untuk perjalanan dinas
dalam wilayah jabatannya,
b. Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus
memperoleh persetujuan/ perintah atasannya;

Pasal 5

Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas SPPD ditandatangani cleh :
a. Atasan Langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan
atasan langsungnya,
b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat
tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/
perintah atasannya,

BAB Il
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 6

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat ya itu]
dan kembali ke tempat kedudukan semula. EE
Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 termasuk pul
yang dilakukan dalam hal : kg
a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan diluar tempat
kedudukan,
b. diharuskan mgnghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang
dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk
mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan,



C. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis
penguji kesehatan pegawai negeri;

d. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter
karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugas;

e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan.

BAB Il
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan dengan batas tertinggi terdiri dari:
. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku, transport lokal ;
Biaya transport pegawai;

Biaya penginapan, tiket pesawat dan BBM;

Uang representative dan sewa kendaraan,

apow

Pasal 8
Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud, diogolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu :

Tingkat A untuk Walikota, Walkil-Walikota dan Ketua DPRD; ¥y

Tingkat B untuk Unsur Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah Kota;
Tingkat C untuk Pejabat Eselon II;

Tingkat D untuk Pejabat Eselon |II;

Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV,

Tingkat F untuk Staf dan Pegawai Tidak Tetap;

~oopow®

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai
berikut :

a. uang harian, sebagaimana tercantum pada lampiran I;

b. Fasilitas dan jenis transport, sebagaimana tercantum pada lampiran |1 dan Lampiran lII;

c. Fasilitas biaya dan kelas penginapan sebagaimana tercantum pada lampiran [V

d. Uang representative dan sewa kendaraan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Vi

Pasal 10

(1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/ satuan kerja yang mengeluarkan
SPPD yang bersangkutan;

(2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan
ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakn perjalanan tersebut dalam anggaran
kantor/ satuan kerja berkenaan.

Pasal 11

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas
jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;

Pasal 12

Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan :
a. Untuk perjalanan dinas yang memeriukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam,
b. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;

Pasal 13

Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-samauntuk melaksanakan suatu
kegiatan tertentu, penginapan/ hotel untuk seluruh pejabat Negara atau pegawai dapat menginap
pgda hotel/ penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/ hotel yang telah
ditetapkan oleh masing-masing pejabat Negara/ pegawai negeri;



Pasal 14

Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, hany8
diberikan uang makan sebagaimana tercantum dalam lampiran | peraturan ini.

Pasal 15

(1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjaianan dinas jabatan dilaksanakan;
(2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan
glnaa belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan
inas selesai,

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 16

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran V1 dan Vil Peraturan Walikota inf;

(2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang
biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/ satuan kerja berkenaan,

(3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada
kantor/ satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut.

(4) Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan
perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang
bersangkutan dengan memperhatikan serta tujuan perjalanan tersebut;

Pasal 17

(1) Perkiraan besarnya jumiah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan
dinas sebagaimana tercantum pada lampiran IX peraturan Walikota ini;

(2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,

Pasal 18

Pejabat/ pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen sebagai tanda
bukti telah melakukan perjalanan dinas;

Pasal 19

(1) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 terdiri dari
SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang ditempat tujuan , beserta bukti biaya
transportasi, baik berupa Nota Bahan Bakar Minyak (BBM), maupun tiket transportasi sebagai
tanda bukti telah melakukan perjalanan dinas;

(2) Biaya SPPD dibayarkan maksimal sebesar maksimal sebesar 60 % (enam puluh persen) dari
total keseluruhan biaya SPPD, sedangkan sisanya 40 % (empat puluh persen) dibayarkan
setelah disampaikan dokumen pertanggjawaban perjalanan dinas beserta bukti biaya transport
(tiket, BBM );

Pasal 20

(1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota
ini dalam lingkungan Badan/ Dinas/ Kantor satuan Kerja masing-masing;

(2) Pejabat yang berwenang waijib membatasi membatasi pelaksaan perjalanan dinas untuk hal-
hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan
frekuensi, jumlah orang, dan lamanya berjalan;

(3) Pejabat yang berwenanng dan pejabat / pegawai yang melakukan perjalanan dinas
bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai dari
kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan
perjalanan dinas dimaksud,;



G)Tenm.m.mwwmmmqamwd
kenakan tindakan berupa :
a. WMWWWWWMW
b. Hukuman administrasif menurut ketentuan yang beraku,

BABY

Pasal 21
WMMWMﬁmmmmmmwm
Pasal 22
Pmmpmwmnmm,mmwmmmmm
Tmmﬁmwmmmmymwmpwmu

deummpmmmmmmmmmw;

BAB VI
PENUTUP

Pasal 23

Puaumwmwmmusqa“anmﬁzmzungmmmm@abhdmm
mmmmwwmmwammumaﬁwﬂ

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal o7 Januari 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS



Lampiran |

. PERATURAN

WALIKOTA PAGAR

ALAM TENTANG STANDAR BIAYA

PERJALANAN DINAS
NEGARA, PEGAWAI

PEJABAT
NEGERI,

DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAH

DAERAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR
TANGGAL

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

. /I TAHUN 2012
. 20 JANUARI 2012

[ ] v
NO DAERAH Uang Harian Berdasarkan Tingkat Perjalanan Dinas (Dalam Rupiah )
: TUJUAN A B c D E F
2 3 4 [} [] 7 [}
1 | Luar Provinsi 450.000 425000 | 400,000 | 375.000 | 225.000 205.000
Sumatera Selatan
2 | Dalam Provinsi | 315.000 305.000 | 325.000 |285.000 [205.000 165.000
Sumatera Selatan
3 | Dalam Kota/ 30.000 30.000 30,000 | 30.000 |30.000 |30.000
Uang Makan

WALIKBITA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS




PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWA!
NEGERI. DAN PEGAWA! TIDAK TETAP DI

FASILITAS DAN BIAYA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA ( PULANG - PERGI )

s Ellt_mllﬂﬂlllili KELAS BISNIS J KELAS EXONOMI
1 RTA Rp 3610000] Rp 2120000
INDA ACE] Rp 8.435 000 3630.000
. MED E 821 3.190.000
4 JPAD 4.950.000 860,000
5 |BATAM 000] Rp 3.680.000
€ |PEKAN BARL/ RIAU 5115000 Rp 2.640 000
7_ |0 R . Rp 2.475.000
8|t : o R i . Rp 2 530.000
G IPANG : G/ BANG! 5.005.000 E 3.355.000
10 G PANDAN BELITUNC 2 . Rp 2.145,.000
[l : 630000 Rp 2.145.000
13 IBENGK 2.790.000 | 1.770.000
13 |C : o . § 2.420.000
14 |SEMARANG 5830000] Rp 3.090.000
15 0 E s%wo Rp 3.220.000
18 AKARTA 6040000] Rp 3.160.000
17 E.ﬂmu‘ Rp 4950000] Rp 3.245.000
18 ALANGKARAYA 2 Rp 6780000] Rp 3.760.000
_l._mm Rp 6250000] Rp 3.560.000
20 PAPAN Rp 88300001 Rp 4440 000
21 JKALTIM TARAKAN Rp 4.950 000
2 LAMPUNG Rp 4610000] Rp 2 580.000
Fx) Rp 4100000| Rp 2 460 000
24 Rp 7010000] Rp 3760 000
25 JKALTENG/ KETAPANG Rp 3 960 000
26 ASAR Rp 7050000] Rp 4.000.000
27 TARAM Rp 7060000] Rp 3.970.000
28 IMALANG Rp 6450000 Rp 3.520.000
29 JMAKASAR Rp 6 380 000
30 JMANADO Rp 11600000| Rp 5 540.000
31 JJAYAPURA Rp 14840000) Rp 8.150.000
32 JKENDARI Rp 5030000 Rp 4.270.000
33 |SORONG Rp 9000000| Rp 6.480 000
34 [TIMIKA Rp 14220000] Rp 7.550.000
35 [|BIAK Rp 14420000] Rp 7.580.000
KETERANGAN :
1 FMPMMMTWPMMM
a Tingkat A mendapat fasilitas Bisnis
b Tingkat B mendapat fasilitas Bisnis
¢ Tingkat C mendapat fasilitas Ekonomi
d Tingkat D mendapat fasilitas Ekonomi
e Tingkat E mendapat fasilitas Ekonomi
{ Tingkat F mendapat fasilitas Exonomi

WALIKOPA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS



Lampiran |l

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGER)I, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2012

NOMOR : [/ TAHUN 2012
TANGGAL : 9  JANUARI2012

BIAYA TRANSPORT MENGGUNAKAN BUS UNTUK PERJALANAN DINAS { PULANG-PERGI )

NO RUTE BIAYA TARIF BUS PULANG
DAR| PAGAR ALAM KE PERG|

1 ALEMBANG Rp 200.000

F RABU MULIR Rp 150.000

3 oK Rp 200.000

4 o Rp 180.000
5 U TIMUR Rp 250.000 |
8__JOKU TIMUR Rp 200.000 §v

SR “OK_U'S_E'LATAN Rp 300.000

8 IMUARA ENIM Rp 120.000

LAHA “Rp 100.000

10 AT LAWANG Rp 110,000

11 |LUBUKLINGGAU Rp 170.000

12__ |MUSIRAWAS Rp 170.000

13 ;‘:amm ASIN Rp 230.000

14__[MUSIBANYU ASIN Rp 300.000

15 JLAMPUNG Rp 400.000

16 JJAKARTA Rp 600.000

KETERANGAN :

2

Blaya transport menggunakan bus diperuntukkan bagi pejabat Eselon, Staf dan Pegawai Tidak Tetap yang
berangkat menggunakan bus umum.
Untuk perjalanan dinas menggunakan kendaraan mendapatkan penggantian biaya BBM sesuai dengan
ketentuan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor

Qoo

Ke Palembang

Ke Lahat

Ke Bengkulu

Ke Lampung

Ke Jakarta dan Bogor

Tahun 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS



PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2012

NOMOR @ [l TAHUN 2012
TANGGAL aq 0 JANUARI 2012

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA DAN PNS

TINGRAT PERJALANAN DINAS
NO BESARAN PER HARI
1 200.000
B ) R 175,000
3 [Tingkat C Rp 125.000
KETERANGAN :
o Nmmnmwmmnmmmmahﬂmwmm
" perjalanan dinas.
SEWA KENDARAAN DALAM KOTA
NO PROVING! TARIF TAKS|
1___|NANGGROE ACEH DARUSSALAM Rp 90.000
2 JSUMATERA UTARA Rp 75.000
3 JRIAU/ BATAM Rp 70.000
4 JKEPULAUAN RIAU Rp 90.000
5 juamei Rp 60.000
6 ISUMATERA BARAT Rp 125.000
7 |LAMPUNG Rp 110.000
8 |BENGKULU Rp 80.000
9  [BANGKA BELITUNG Rp 60.000
10 |BANTEN Rp 285.000
11 |JAWA BARAT Rp 60.000
12 |DKI JAKARTA Rp 170.000
13 |JAWA TENGAH Rp 50.000
14 |DI YOGYAKARTA Rp 70.000
15 |JAWA TIMUR Rp 125.000
16 |BALI Rp 100.000
17 I[NUSA TENGGARA BARAT Rp 40,000
18 |NUSA TENGGARA TIMUR Rp 70.000
19 |KALIMANTAN BARAT Rp S0.000
20 |KALIMANTAN TENGAH Rp 70.000
21 |KALIMANTAN SELATAN Rp 90.000
22 |KALIMANTAN TIMUR Rp 250.000
23  |SULAWESI UTARA Rp 110.000
24 |GORONTALO Rp 115.000
25 |SULAWESI BARAT Rp 125.000
26 |SULAWES!I SELATAN Rp 120.000
27 SULAWESI TENGAH Rp 40.000
28  |SULAWESI TENGGARA Rp 100.000
29 |MALUKU Rp 170.000
30 |MALUKU UTARA Rp 110.000
31 PAPUA Rp 315.000
32 IRIAN JAYA BARAT Rp 125000

KETERANGAN :

Tarif taksi merupakan satu kali perjalanan dan bandara kedatangan menuju tempat tujuan di Kota bandara

kedatangan dan sebaliknya
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Lampiran V :  PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG

PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR M TAHuN 2012
TANGGAL ; ﬂ O Jenusi2012
FASILITAS DAN BIAYA PENGINAPAN
NO e TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR/ DELUXE / NON SUITE
! [ 4.420 000 760.000
2 ARA 4.960.000 480 '
i RIAL/ BATAM 450,000 .850.000 2
3.410.000] | $00 000
4.000.000 | .130.000 m-wﬂ .
4240000 | | 1.750.000
4.500.000 1.380.000 1000, Re I 000
3.300.000 1700000  Fp  9M0C00) Rp 770000 340,000 _Hmm
-300.000 920.000 790.000 580,000 870.000 510.000
L5020 100000 YR 1630.000 00,000 410.000 300
1220000 870,000 430,000 | MH-W 320.
1280000 850 000 470 000 tmm L L)
4.500.000 1850000 | Rp __ 1.000.000 $50.000 €10 000 %JQ_‘
4.050 000 1,650,000 [E moTtl"".£ 760.000 | Rp 000 350,000
4,820,000 | | 1.440.000 || )40 000 370.000 | 1 520.000 $20.000 |
4400000 | 790,000 980.000 | Rp 340 000 390.000 mg
Rp__ 4816,000] 2. 280,000 $10.000 1.100.000 ) Rp 620 000 [
1050.000 | ';v-m.m:t-.n""L 000 000 '% €50.000 540.000 360
.000.000 | Rp_1.160.000 000000 [ Rp___ 610,000 470.000 é 400.000
 400.000 400.000 |'Rp— 1,130,000 ] | 740.000 430.000 000
000000 {Rp _ 1.490.000| Rp___ 1.350.000 750000 400.000 340 000
4260.000 | Rp___1.560.000 420000 | Rp m""‘.nm"% 500,000 % — 350000
[Rp__4.000000 500 000 1230000 [ Rp 760000 | Rp 850,000 | 450 000
3.200.000 -540.000 240000 | Rp 640000 | 500.000 290.000
320, Rp 030.000 1010000 Rp____ 910.000 410.000 | Rp 240 000
R 12000001Rp  1140000|Rp 1030000| Rp 910000 400.000 | Rp. 360.000
Rp 4820000 1.650.000 1000.000 | Rp___800.000 420.000 | Rp 330.000
[Rp__2030.000 1210000 |Rp  1040.000 | Rp ___ 510.000 400.000 % 330.000
Rp__ 1.850.000 1.200.000 070000 | Rp 620000 450.000 420,000
Rp__3000.000 1.200.000 1030.000 | Rp 680000 Rp 300000 | Rp 280.000
110.000 1400.000 | Rp___1.300.000 | Rp 600,000 | Rp 420.000 380.000
850000 JRp _ 1600.000 | Rp 1050000 | Rp __ 720.000] Ro 480.000 | Rp 380 000
4.500000 1580000JRp _ 1.080000JRp 900000 |Rp _ 400000] Rp 370.000
KETERANGAN :
1 rmmmmmm.m‘
a  Tingkat A mendapat fasiiitas Hotel Bintang Sulte
b Tingkat B mendapat fasiiitas Hotel Bintang Lima
¢ Tmammmmmﬂpmm,-mmm
d TWDWWMMT@
e Tingkat E mendapat fasilitas Hotel Bintang Dua
f memMB&m&m

2 umwmmummmms.mmmmmmuwmm
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SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

. PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

(Dalam US $)
N KOTA KLASIFIKAS! |
EKSEKUTIF BISNIS “EKONOMI |
i ”
UTARA
1_|Chicago 7.180 5.488 3587
2_|Houston 7.197 5.494 3.501
3 ]Los Angeles 7.639 4.365 2853
4 _|New york 10.049 5.712 3.753
5 5.374 4.103 3357
6 Fransisco 7419 4.240 2771
7 [Toronto 2931 2238 1.831
8 6.721 4303 2871
9 [Washington 11.463 6.550 3.743
SELATAN
10 |Bogota 12.348 9.426 7.713
11 |Braziia 11.966 9.134 5.970
12 |Buenes Aires 11.966 9.134 5970
13 % 9.260 8213 5.130
14 1.772 8.986 7.353
15 |Santiago de chie 9.819 7.495 6.133
16 [Quito 17.310 16.269 12.127
[AMERIKA TENGAH
17 sco City 7.115 5.432 3.550
18 |Havana 14.702 11223 7.335
19 [Penama City 23291 14.389 13.570
|EROPA BARAT
20 ]me 6.225 3.864 3.357
21 |Brusseis 71477 4455 3870
22 [Marseiles 6.567 4076 3541
23 [Panis 6177 3834 3331
24 |Berin 7.342 4.557 3.959
25 |Bem 8.076 5.013 4355
26 |Bonn 6.960 4320 3.753
27 |Hamburg 7.093 4.403 3825
28 |Geneva 8.035 4988 4.333
29 |Amsterdam 6.177 3834 3.331
EROPA UTARA
30 [Copenhagen 6.917 4294 3.730
31 [Helsinski 6.826 4237 3681
32 [Stokhoim 6.366 3952 3433
33 |[London 7.701 4.781 4153
34 |Oslo 7.809 4661 4.049
EROPA SELATAN
35 [Sarajevo 11.778 7.129 6.033
36 |Zegreb 14.446 6.334 2.794
37 [Athens 14.911 9.256 8.041




EXL IO
A
0.9 4341 3771
7 4734 4413
44 9620 5978 5
0.637 5920 514
6.567 4076 3541
692 3068 3447
AFRIKA BARAT
48 12.900 9248 B
40 o 10.281 7848 6818
[Adrika Timor
60 Absba 7472 5 704 4955
1 7.968 6.081 5283 |
82 Eﬁ 11.779 8991 7811
|5 s Gatlam 8545 650 5733
54 8506 6615 5.747
SELATAN
% 11,325 8,645 7.510
'__;lg own 11,063 5438 7.320
67 Hohannesburg 5253 4086 3.550
AFRINA UTARA
58 |Aigiers 8.610 8.503 5710
7] 5981 4,002 3666
60 5,004 4,507 3915
61 6.205 4737 4115
62 |[Trpol 6.551 4.002 3555
63 [Tumsia 6.208 4,808 4175
[ASIA BARAT
64 |Mananama 6400 5992 4.700
%5 |Baghdad 5433 4.148 3545
68 [Amman 5433 4148 3.545
67 [Kuwat 4767 3639 3110
63 [Bend 5717 454 3730
9 |Ooha 4207 3212 3.745
70 |Damascus 5006 3800 3325
71 |Ankans 6641 4122 3581
72 |Abu Dhati 4.180 4191 2727
73 |Sanna 5013 3827 KVig
74 |Jeodah 4958 3.785 3235
76 [Wuschat 6460 5156 3727
76 |Fueyach A 508 3510 3.000
[ASIA TENGAH
77 [Tashken 136817 B 453 7.343
76 |Astana 13 6681 12 089 8 962
[ASIA TIMUR
79 |Beynyg 7 262 1868 1623
80 [Hongkong 1719 1.419 1233
81 |Osars 2572 2124 1.845
82 [Tokyo 2558 2112 1.835




NO KOTA KLASIFIKASI
“ERONOWI
—F
2421 1.999 1.737
84 _[Booul 2.421 1009 1.737
ABIA BELATAN
3.386 2.585 2208
aheren 4475 3416 2.920
1.036 1.508 1.388
1.224 1.011 878
2.760 2271 1.973
2.611 2156 1.873
2.332 1.926 1673
645 533 463
1.147 047
1,749 1.445 1.255
1.633 1.514 1.315
901 818 711
485 409 355
600 570 495
572 472 410
1.457 1.203 1.045
607 576 500
1.217 1.005 873
539 445 387
1.367 1.129 981
1.468 1.212 1.053
2.886 2.383 2.070
1.719 1.419 1.233
2835 2.178 1.890
109 |Moumea 3.843 3.174 2.757
110 [Perth 2.126 1.755 1.525
111 [Port Moresby 2.438 2.014 1.750
112 |Sydney 2,635 2.178 1.890
113 |Vanimo 3318 2.740 2.380
114 |Welington 3.721 3.072 2.669
WALIKOTANPAGAR ALAM
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: PERATURAN WAUIKOTA PAGAR ALAM TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP Di LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR S 1 TAHUN 2012
TANGGAL  :  gp Jarwar 2012

umunwomtumum.mmmmmmmmml

PERJALANAN DINAS LUAR NEGER!
{Dalem US $ )
NO GOLONGAN
A g#.g — GOLC
1
527] 4mn 417
i 242 4
287
: m 4
27 brrd

? 221
8 237 2
’ 28 207
» 242 241
11 {Mexico 282 281
12 [Kuba 261 73]
13 |Panama 22 m
4 318 a7
19 282 281
16 |Prancis 182 381
17 |Rep.Federasi Jerman 282 281
18 |Belanda 7 271
20 |Denmark 275 241
2 ' 354 3
22 |Norwegia 288 2868
23 |Swedia 342 M1
24 |Kerajaan inggris 432 431
25 |Bosnia Herzegovina 456 334 333
26 |Kroasia 483 353 352
27 |Spanyol 457 287 286
28 [Yunani 522 242 241
29 |natia 520] 3ar2 an
30 |Portugal 425 242 241
31 |Sertia 401 313 277
32 |Buigaria 406 367 320 204
33 |Czech 426 380 N 203
34 |Hongania 421 381 339 300
35 |Polandia 401 361 313 277,
36 JRumania 416 38 313 277
ki i 556 512 407 406
38 429 387 ks 335 297,
39 425 382 328 290
40 361 313 202 291
41 |Senegal 34 276 206 201

AFRIKA TIMUR
42 |Ethiopia 312 257 1982 167
43 |Kenya 334 276 206 196
44 (Madagaskar 2061 244 182! 181
45 |Tanzania 330 272 203 182
46 |Zimbabwe 285 244 216 215
47 |Mozambique 319 263 212 211

AFRIKA SELATAN
48 |Namibia 300 247 185 161
49 |Afrika Selatan 304 251 202 20

AFRIKA UTARA
50 |Aljazair 342 308 287 286
51 |Mesir 368 273 212 190
52 |Maroko 304 251 192 191
53 [Tunisia 293 241 187 186
54 |Sudan 342 282 210 184
55 |Libya 308 254 189 1685




r* AREIRBEBB;88 BRRAE 083585 A8 [ALASEEEES GRRSE
m? ANRCRECEESNSES RRERE CSIUSH RA NARGSREESR SNERA
TARARRERENRER RARRAR NEERRA  H§ ERARARARRE 9%
&
mmi TORRSEARASARS E0C5E  AAARAA A G3aRARASAR 33843
‘
&

92328582835 O

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

. DIAZULI KURIS



Lampiran VI

Alamat....

: PERATURAN WALIKOTA

PAGAR
ALAM TENTANG STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI,
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL JANUARI 2012

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
BADANI DINASI KANTORI BAGIAN

-------------------

Nomor
Lembar ke

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah

2. Nama / Nip pegawai yang diberi perintah mengadakan | :

perjalanan dinas

3. Jabatan / Pangkat dan Golongan dari pegawai yang
diperintahkan jabatan

5
4. Perjalanan Dinas yang diperintah.

Dari

Ke

Transportasi yang digunakan

5. Perjalanan Dinas yang direncanakan

6. Maksud mengadakan perjalanan dinas

7. Perhitungan biaya perjalanan
Atas beban
Pasal Anggaran

8. Keterangan

DIKELUARKAN DI PAGAR ALAM
PADA TANGGAL ..........couvvviinenn,

2012

Kepala SKPD




1. DAR! PEJABAT PEMBER!

PERINTAH

PERATURAN WALIKOTA PAGAR
ALAM TENTANG STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS PEJABAT
NEGARA. PEGAWAI NEGERI,
DAN PEGAWA! TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL JANUARI 2012

Pegawai yang di beri
Pwi_n_hh

. r -

Tanda Tangan

Tanggal  Tanda Tangan

A da L ' 'i
- Tempat Kedudukan Beranghat { Kembah !
. Pegawel yang o beri | i !
B T ey
. Tonggal | Tanda Tangan irmd‘ Tanda Tangan .
f R feroret %
| | ! ? | ;
| . i ;
| | | ; e
i i 1 |
{ | { \ :
; ? ? ! !
M
| | I
| |
i. DAR! PEJABAT Di DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI
- — o : = . Kemball -



Lampiran VIl : PERATURAN WALIKOTA PAGAR
ALAM TENTANG STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI,
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2011
NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL JANUARI 2012
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Lampiran SPPD Nomor T /SPPD/.....Kode Instansi /2012
Tanggal e st i 2012
m
NO PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN
Uang Harian Rp. .
2 | Uang Penginapan Rp. iy
Uang Transportasi RP: Siesssiissioes
Jumlah RP: ssevivnmpennses
Terbilang  :...ccococveveeseericreerinieisisssassssscnnonneseesssnns
Telah Dibayar Telah menerima jumlah uang sebesar
RP.coirernnnsencannarnessissassssrsssasans RP..irerrenmernemenaniicessssnnrassssnssnseenenes
Bend. Pengeluaran Pembantu Yang Menerima
RTINS FREONERA SIS o0 ) VRNt oY e 31 )

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumiah CRp. ceeeens
Yang telah dibayar semula 4l 1 |+ TP
Sisa Kurang / lebih IRP. csssiisiasiinin

Pejabat yang berwenang / ditunjuk
Kepala SKPD



LampiraniX : PERATURAN WALIKOTA PAGAR
ALAM TENTANG STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI,
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
NOMOR TAHUN 2011
TANGGAL JANUARI 2011

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
BADAN/ DINAS/ KANTOR/ BAGIAN
Beban MAK :2.01.04.1.3.01.02.1
BuktiKasNo  :................../[R/2012
Tahun Anggaran : 2012
M
Sudah di terima dari : Bendaharawan ..........c.coeeeeeeiieenne
Uang Sebesar * R covviiiscsisisiissaunsrsinsinnssvis
Untuk Pembayaran A
Berdasarkan SPPD e S L R
Nomeor " .......ISPPDI......( Kode SKPD)/2011
Tanggal o AL TR RTEAIT . -
Untuk Perjalanan Dinas dari ©...............ccooeiieeenns KOS sl mvsmramanerns
Terbilang :
Pagar Alam, 2012
Bend. Pengeluaran Pembantu Yang Menerima

Pejabat yang berwenang / ditunjuk
Kepala SKPD

-



